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ABSTRAK
Jamilah, Hubungan Antara Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Dibawah bimbingan bapak Suhardiman, S.Sos, M.Si dan Bapak H. Marsuq, S.Sos, M.Si. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian verifikatif/uji hipotesis. Untuk populasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur adalah 92 ( Sembilan puluh dua orang) dan sampel yang diambil sebesar 48 (empat puluh delapan orang). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, angket dan penelusuran dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi statistik nonparametrik, yaitu koefisiensi korelasi rank spearman. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis diketahui bahwa kedua variabel yaitu kepemimpinan (x) dan disiplin kerja (y) memperoleh nilai empiris 0,474 sedangkan harga rs tabel untuk jumlah responden 48 adalah sebesar 0,240 dengan tingkat signifikasi 0,05 atau pada tingkat 95% berdasarkan tes satu sisi. Sehingga akan terlihat bahwa harga empiris lebih besar dari rs tabel yakni 0,474 > 0,240 maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya terdapat hubungan antara Kepemimpinan dengan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Kemudian berdasarkan hasil uji t, diperoleh hasil thit 3,652 dengan N-2 (48-2), sehingga terlihat bahwa thit lebih besar dari ttabel yaitu 3,652 > 1,303. Sehingga terbukti bahwa sampel yang diambil telah mewakili populasi yang ada.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  penulis, tingkat hubungan antara Kepemimpinan dengan Disiplin Kerja Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berada dalam kategori sedang yaitu sebesar 47,4% dan secara umum disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur termasuk dalam kategori baik, namun sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melanggar peraturan dan memberikan reward kepada pegawai yang selalu mematuhi peraturan.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Disiplin Kerja
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bangsa Indonesia yang dilaksanakan meliputi seluruh bidang kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia, baik dibidang ekonomi, sosial, politik, teknologi maupun pembangunan dibidang lainnya. Pembangunan tidak akan tercapai dengan baik tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Keberhasilan pembangunan nasional terutama ditentukan kualitas sumberdaya manusianya, baik yang menjadi pengambil keputusan, penentu kebijkan, pemikir rencana, maupun yang menjadi pelaksana di sektor terdepan dan para pelaku fungsi kontrol atau pengawasan pembangunan.

Mengingat sumber daya manusia merupakan aset nasional yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan, maka kualitasnya harus ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derap perkembangan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pembangunan nasional adalah  Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembanguan dapat berlangsung atas kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada peran serta dan disiplin seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat seluruh rakyat Indonesia dan aparatur pemerintah.

Sehingga dengan demikian keberadaan jajaran pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan atau menyelenggarakan roda pemerintahan dan roda pembangunan. Karena pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dan seiring dengan semakin maju pembangunan di suatu daerah (dalam rangka pembangunan nasional) maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ditujukan kepada pegawai negeri sipil (aparatur Negara) sebagai perencana dan sekaligus pelaksana utama dalam pembangunan.

Namun perlu disadari bahwa pegawai yang mampu dalam menjalankan tugas pada bidang yang telah diamanahkan belum dapat dijadikan pedoman bagi keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi apabila dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan sikap disiplin dalam bekerja dari pegawai itu sendiri.

Karena disiplin merupakan suatu ketaatan, kepatuhan atau tertib, dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dalam peraturan-pertaturan yang berlaku yaitu taat dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan menghindari larangan-larangannya. Serta melaksanakan instruksi yang telah diputuskan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Dengan adanya sikap disiplin yang dimiliki oleh setiap pegawai diharapkan efisiensi, efektivitas dalam organisasi dapat ditingkatkan sehingga tujuan dari pada organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Dengan demikian disiplin kerja merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam sebuah organisasi dalam rangka keberhasilan dari pencapaian tujuan, karena dengan sikap disiplin yang tinggi dari para pegawai, maka akan menunjukkan pula suatu organisasi yang baik, teratur, dan tertib di dalam pelaksanaannya. Dan suatu organisasi yang teratur serta tertib tersebut akan berdampak pula terhadap kesuksesan atau keberhasilan terhadap tujuan organisasi yang telah ditetapkan.


Sehingga sangat jelas bahwa apabila disiplin kerja dan jajaran pegawai negeri sipil tidak baik, sudah barang tentu sasaran-sasaran dari pembangunan yaitu untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik tidak dengan pelaksanaan secara optimal dan bahkan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , yaitu tentang disiplin maka dalam pembentukan sikap disiplin dalam bekerja dari para pegawai tidak terlepas pula peran dari seorang pemimpin suatu organisasi, karena dimana pun dan dalam organisasi apapun yang mempunyai amanah sebagai pimpinan akan dihormati, disegani dan ditaati apa yang telah menjadi keputusan dalam hal ini adalah keputusan yang positif.

Sehingga terkadang ketika pimpinan berada di tempat kerja para bawahan menunjukkan suatu sikap disiplin atau ketaaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Namun sebaliknya ketika pimpinan tidak berada di tempat kerja terkadang para bawahannya ada kecenderungan untuk menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Dan hal inilah selanjunya yang perlu ditanamkan kepada seluruh insan pegawai bentuk peraturan-peraturan yang telah dibuat dan berlaku, bukanlah sebagai formalitas aturan tetapi menjalankan aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila dalam hal ini disiplin kerja dapat dilakukan dengan baik maka peraturan dalam organisasi akan berjalan secara optimal, sebaliknya apabila sikap disiplin kerja dari pegawai masih rendah maka berdampak pula efektifitas dalam organisasi yaitu tidak dapat berjalan secara optimal, terlebih jika sikap disiplin tersebut ditunjukkan ketika pimpinan berada di tempat kerja atau ketika pimpinan melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawainya saja.

Berdasarkan uraian tersebut maka peran pimpinan dalam membentuk sikap disiplin kerja kepada para bawahannya merupakan faktor yang menentukan pula, sehingga dengan demikian keteladanan dari seorang pemimpin serta pengawasan yang ketat terhadap para bawahannya adalah salah satu cara yang tepat dalam rangka membentuk sikap disiplin kerja dari para bawahannya.

Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus mampu berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan bawahannya untuk berdisiplin dalam bekerja yaitu dengan memberikan keteladanan kepada bawahannya. Seperti yang dikatakan oleh Siagian (2003:105), “…keteladanan antara lain berarti melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik keterikatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika dan sosial”.

Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu membangkitkan semangat kerja dan menanamkan rasa percaya diri serta tanggung jawab pada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas penuh tanggung jawab guna mencapai produktivitas organisasi tersebut. Hal ini adanya tuntutan organisasi bahwa pemimpin dapat memprioritaskan kepemimpinannya yang berorientasi pada tugas dan hubungan antar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan bawahan. Karena itu pemimpin dituntut untuk bisa fleksibel dalam menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat.

Bagi seorang pemimpin, pasti menghadapi berbagai hambatan dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin juga harus dapat menghadapi bawahan dengan berbagai sikap, karakter dan tingkah laku, sesuai dengan sifat individu manusia yang memiliki sifat, sikap, cara berfikir dan pandangan yang berbeda. Hal inilah yang memungkinkan terhambatnya disiplin kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu kemampuan dan kesanggupan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tingkah laku orang lain agar bersedia melakukan pekerjaan secara profesional. Namun suatu sikap disiplin yang baik adalah sikap yang muncul dari sikap individu masing-masing pegawai tanpa ada rasa keterpaksaan dari orang lain, karena hanya dengan munculnya sikap disiplin dari individu maka dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugas dapat di laksanakan dengan senang hati, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal ini akan berdampak pula pada keberhasilan suatu organisasi.

Kedisiplinan seorang pegawai tidak akan mungkin tercipta tanpa adanya kepemimpinan yang baik, karena dengan adanya kepemimpinan yang baik akan mengubah persepsi seorang pegawai untuk bekerja sacara disiplin. Pemimpin adalah kunci dari penerapan perubahan strategi. Peranan pemimpin adalah menyusun arah perusahaan, mengkomunikasikan dengan pegawai, memotivasi para pegawai dan melakukan tinjauan jangka panjang.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan bersama sangat dibutuhkan peraturan-peraturan bagi seluruh pegawai yang ada dalam organisasi tersebut, yang mana dapat membentuk serta mengikat para pegawai agar berdisipllin melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. Adanya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan adalah merupakan disiplinnya, sedangkan hukuman/sanksi-sanksi yang dijatuhkan adalah alat untuk menegakkan disiplinnya.

Dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri terkadang mengalami kendala. Terlebih lagi bagi organisasi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya sangat luas. Tidak jarang ditemukan adanya berbagai penyimpangan. Siagian (1984:234) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam penyelenggarakan kegiatan suatu organisasi sebagai berikut:

1. Susunan organisasi yang tidak cocok dengan kebutuhan organisasi.

2. Disiplin para penyelenggara kegiatan yang tidak terlalu tinggi.

3. Prosedur kerja yang tidak tepat waktu atau berbelit-belit.

4. Pengarahan yang kurang jelas.

5. Pembinaan yang dirasakan kurang mantap.

6. Kurangnya sarana dan prasarana kerja.

7. Perumusan kebijakan operasional yang masih terbuka kepada berbagai kemungkinan interpretasi.

Karena dipandang sangat penting demi menciptakan aparatur pemerintah tertib, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (2003:3-4). Pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya.

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melaksanakan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat negara  adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, maka pegawai pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur harus mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai abdi Negara. Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil senantiasa melaksanakan tugas yang dibebankan padanya dengan disiplin yang tinggi.

Dari observasi yang dilakukan penulis ditemukan beberapa gejala ketidak disiplinan pegawai, seperti tidak ikut apel, terlambat masuk kantor, tidak disiplin terhadap jam istirahat, menunda pekerjaan dan kurangnya ketaatan terhadap peraturan dan perintah.

Gejala-gejala diatas merupakan masalah organisasi, untuk mengatasi masalah ini maka deperlukan adanya kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin. Peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Peranan kepemimpinan dalam arti bahwa pemimpin itu sanggup untuk mengkoordinasikan, menggerakkan dan membina bawahannya agar mau bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. 

1.2. Rumusan Masalah

“Apakah terdapat hubungan antara Kepemimpinan  dengan disiplin kerja pegawai di kantor Dinas  Sosial Kabupaten Kutai Timur ?”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah verifikatif (kausalitas), yakni mencari hubungan sebab akibat antara kedua variabel yang diteliti yaitu kepemimpinan dan disiplin kerja pegawai. Seperti dikemukakan oleh Singarimbun (2002:25), penelitian verifikatif adalah apabila peneliti dimulai dari teori dan bertujuan menguji teori yang sudah ada dan biasanya dirumuskan dengan orang lain atau disebut dengan penelitian uji hipotesis. Sehingga penelitian ini akan mengukur hubungan antara variabel Kepemimpinan  dengan disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Sampling, Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2003:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penulisan ini, penulis menjelaskan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 60orang.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan Sample Random Sampling atau teknik acak, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dan menganggap setiap unsur (anggota) populasi adalah homogen. Dalam penelitian  ini penulis menentukan presisi sebesar 10%. Dengan demikian diharapkan sampel tersebut benar-benar dapat mewakili populasi. Adapun rumus ukuran sampel menurut Singarimbun dan Effendi (1995:13) adalah sebagai berikut: 
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Dimana:

n
= ukuran sampel

N
= seluruh pekerja dan pekarya (ukuran populasi)

d
= presisi (20%)
1
= bilangan konstan

Penggunaan rumus ukuran sampel dalam penelitian ini dianggap telah mewakili populasi. Ini dikarenakan hasil besarnya sampel diperoleh dengan menggunakan rumus. Yang perhitungannya adalah sebagai berikut :
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n = 47,91 = 48 (pembulatan).

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian yaitu 48 responden.

Kemudian, untuk dapat mengambil sampel dari dua kelompok pegawai tersebut secara berimbang, maka penulis menggunakan pengambilan sampel secara proporsional yang dikemukakan oleh Ridwan (2005:25) sebagai berikut: 
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 x n

Dimana:
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= jumlah sample dari tiap unit.

n
= jumlah sample seluruhnya.
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= jumlah populasi tiap unit.

N
= jumlah populasi seluruhnya.

Tabel 1. Jumlah Pegawai dan sampel di Dinas Sosial Kabupaten 

Kutai Timur
	No.
	Bagian
	Jumlah
	Sampel

	1
	Sekretariat
	35
	18

	2
	Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
	18
	10

	3
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	16
	8

	4
	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
	23
	12

	Jumlah
	92
	48


Sumber: Sekretariat Dinas Sosial Kabupate Kutai Timur dan perhitungan dengan rumus.

Setelah didapatkan proposisi untuk tiap-tiap kelas kemudian dilakukan lagi teknik random sampling yaitu cara pengambilan sample dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan  strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut (Ridwan, 2007:58).

3.3. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan kegiatan suatu operasional yang diperlukan utuk mengukur konstrak atau variabel tersebut.

Singarimbun dan Effendi (1995:23) berpendapat bahwa definisi opersional adalah merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam sebuah penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variebel, sehingga dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.

Merujuk pada teori yang dikemukakan tersebut diatas, adapun gejala yang dapat diukur, yaitu:

1. Indikator Kepemimpian:

a. Perencanaan (planning).

b. Pengorganisasian (organizing).

c. Penggerakkan (actuating).

d. Pengawasan (controlling).

2. Indikator disiplin kerja:

a. Ketepatan waktu.

b. Kepatuhan terhadap atasan.

c. Teraturan terhadap perilaku terlarang.

d. Ketertiban terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan produktivitas kerja.
3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Library Research

Yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (telaah kepustakaan) untuk mempelajari dan mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Field Work Research

Yaitu penulis memperoleh data dari penelitian langsung kelapangan atau dengan kata lain disebut dengan data primer, dengan mengemukakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian dengan mengamati gejala-gejala yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung terhadap responden untuk melengkapi keterangan dalam penelitian ini.

c. Angket

Yaitu daftar pertanyaan yang telah dibuat akan diberikan kepada responden untuk diisi dan dalam waktu tertentu akan dikembalikan.

d. Penelusuran Dokumen (dokumen research)
Yaitu penulis meneliti dokumen-dokumen Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur guna menunjang data-data yang diperlukan.

  3.5 Alat pengukur data

Dalam penelitian ini alat pengukur data yang digunakan adalah skala ordinal. Menurut Hadi (2004:102) skala ordinal adalah angka yang menunjukkan posisi dalam suatu urutan-urutan, dalam suatu sesi.



Selanjutnya untuk jenjang skor bagi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, Singarimbun dan Effendi (1995: 106), menyatakan bahwa ada penelitian yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5), jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7) dan seterusnya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenjang 3 (1,2,3) dalam menggunakan nilai atau skor, yaitu:

a.  Jika responden memilih jawaban (a), dimana yang termasuk ketegori (a) yaitu: baik, dapat diterima, sering, sesuai, tepat waktu, maka akan diberikan nilai 3.

b.  Jika responden memilih jawaban (b), dimana yang termasuk kategori (b) yaitu: cukup baik, cukup diterima, kadang-kadang, cukup sesuai, cukup tepat waktu, maka akan diberi nilai 2.

c.  Jika responden memilih jawaban (c), dimana yang termasuk kategori (c) yaitu: tidak baik, tidak dapat diterima, tidak pernah, tidak sesuai, tidak tepat waktu, maka akan diberi nilai 1.

3.6 Teknik Analisis data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dan data untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, penulis menggunakan teknik korelasi dari Spearman yang dikutip Siegel (1994:263) dengan rumus sebagai berikut:
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Apabila terdapat nilai angka sama, maka rumus yang digunakan sebagai berikut:
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Dimana:
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Keterangan:
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= Koefisien korelasi rank spearman.
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 = Jumlah kuadrat variable x.
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= Jumlah kuadrat variebel y.
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= Jumlah seluruh [image: image40.png]


 dimana [image: image42.png]


 merupakan harga masing-masing subyek diperoleh dari selisih antara ranking x dan y.

N
 = Jumlah responden.

T
 = Faktor korelasi.

x
 = Variabel kepemimpinan (Independent variable).

y
 = Variabel disiplin kerja (Dependent variable).

t 
= Banyaknya bilangan berangka sama.

12 = Bilangan konstan.

Setelah diperoleh [image: image44.png]


 empiris, kemudian dibandingkan dengan tabel (teoritis) pada n harus berdasarkan tingkat (α) = 0,05 (tes satu sisi). Apabila [image: image46.png]


 empiris lebih besar atau sama dengan (≥) [image: image48.png]


 tabel, maka terdapat korelasi antara independen variabel (kepemimpina Kepala Dinas) dengan dependent variabel (disiplin pegawai) untuk n kasus. Sebaliknya, jika didapat harga [image: image50.png]


 empiris lebih kecil (<) dari harga [image: image52.png]


 tabel pada tingkat signifikan (α) = 0,05 untuk tes satu sisi, maka tidak ada korelasi antara independent variabel dan dependent variable.

Selanjutnya untuk menguji koefisien dari sampel penelitian, apakah sampel yang diambil cukup mewakili populasi yang ada, digunakan uji t menurut Siegel (1992:263) dengan rumus sebagai berikut:

t = [image: image54.png]




Uji t ddigunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil untuk diteliti benar-benar mewakili populasi yang ada. Setelah didapat harga kritis t empiris, kemudian dibandingkan dengan harga kritis t tabel pada tingkat kesalahan (α) = 0,05 (tes satu sisi). Dan apabila t empiris lebih besar dari harga kritis t tabel, maka terdapat korelasi independent variebel dengan dependent variabel dari sampel penelitian pada populasi. Juga sebaliknya, jika harga t empiris lebih kecil (≤) daripada t tabel maka tidak terdapat korelasi antara independent variabel dengan dependent variabel dari sampel penelitian pada populasi.



Untuk mengetahui apakah dalam pengukuran korelasi Rank Spearman berada 

dalam tingkat hubungan tinggi, sedang atau rendah, maka penulis menggunakan pedoman interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003:214), yaitu:

Tabel 2: Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

	Interval Koefisiensi
	Tingkat Hubungan

	0,00 – 0,199

0,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000
	Sangat rendah

Rendah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat


 Sumber : Sugiyono (2003:214).
         BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai sTimur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 45 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dan nomor 17 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur . Sasaran program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial atau rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PMKS yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 


Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a.
Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

b.
Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial.

c.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.

d.
Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial.

e.
Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial.

f.
Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial.

g.
Penyelenggaraan urusan kesatriatan.

h. 
Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

i. 
Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

j.
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi  :

1.
Sekretariat.

2.
Bidang Pemberdayaan Sosial

3.
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

4.
Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

5.
Unit Pelaksana Teknis Dinas

6. 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Sekretariat


Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perancangan program, administrasi umum dan keuangan.

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan.

c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

e. Penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi  Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian - Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.  Bidang Pemberdayaan Sosial


Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir, serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi  :

a.
Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan fakir, serta pemberyaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

b.
Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil,  tenaga kesejahteraan sosial dan fakir, pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial.

c.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.  Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi  :

a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat.

b.
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat.

c.
Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peningkatan kesejahteraan anak, kesejahteraan masyarakat dan panti, serta rehabilitasi penyandang cacat.

d.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.  Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial


Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis penanggulangan korban bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi  :
a.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan korban bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial

b.
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan korban bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.

c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penanggulangan korban bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.

d.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam definisi operasional telah diuraikan indikator dari kedua variabel penelitian ini, dimana kepemimpinan sebagai independent variabel dan disiplin kerja sebagai dependent variabel.

Sedangkan data yang disajikan adalah data primer, yang diperoleh dengan mengajukan angket pada responden, dengan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan tiga jenjang jawaban.

Sebelum penulis menyajikan data hasil penelitian, terlebih dahulu mengumpulkan masing-masing variabel yang telah dijabarkan kedalam bentuk angket atau pertanyaan yang mana jawaban dari setiap responden diberikan nilai atau skor sesuai dengan 

tingkatannya. Berikut ini penulis akan menguraikan data-data dari kedua variabel secara berurutan.

4.2.1. Kepemimpinan

Data kepemimpinan diperincikan dalam beberapa bagian, sesuai dengan definisi operasional yang telah dikemukakan pada Bab II. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menentukan apa yang harus dilaksanakan bersama dengan bawahannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta cara-cara pencapaiannya, dimana dalam perencanaan tersebut bawahan harus dilibatkan , sehingga tujuan dan perencanaan dapat tercapai dengan baik.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu melibatkan pegawai dalam merumuskan suatu tujuan kerja yang akan dilaksanakan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 52,08%, dengan total skor 117. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jawaban Responden Tentang Pelibatan Pegawai Dalam Merumuskan Tujuan Kerja

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi

(%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	25

19

4
	75

38

4
	52,08

39,58

8,34

	Jumlah
	
	48
	117
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai menyatakan pemimpin selalu melibatkan pegawai dalam merumuskan suatu tujuan kerja yang akan dilaksanakan  di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur 
Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah 

setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin selalu 

dapat diterima dengan baik oleh pegawai. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas reponden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 52,08%, dengan total skor 121. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jawaban Responden Tentang Kebijakan Kepala Dinas

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi

(%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	25

23

0
	75

46

0
	52,08

47,92

0

	Jumlah
	
	48
	121
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dapat diterima dengan baik oleh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur .

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu mengarahkan cara-cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 62,5%, dengan total skor 123. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jawaban Responden Tentang Pemberian Pengarahan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Pesentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	30

15

3
	90

30

3
	62,5

31,25

6,25

	Jumlah
	
	48
	123
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengawai menyatakan pemimpin selalu memberikan pengarahan kepada pegawainya agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan tindakan mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan serta merinci hubungan-hubungan yang diperlukan.

Pengorganisasian pada lingkup pemerintah meliputi: adanya pembangian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas oleh pimpinan kepada bawahan sebagai pembantu pimpinan di dalam melaksanakan pemerintahan dan disiplin kerja pegawai serta adanya pembinaan/pelatihan berkaitan dengan jabatannya sebagai bawahan, dimana dengan adanya pembagian kerja yang jelas dan adanya pembinaan kepada bawahan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan pemerintahan dan disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dapat lebih efektif dan efesien. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu melibatkan pegawai dalam pembagian tugas dan wewenang guna menyelesaikan menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (b) Kadang-kadang, yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 56,25%, dengan total skor 120. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Jawaban Responden Tentang Pelibatan Pegawai Dalam Pembagian Tugas dan Wewenang

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	27

18

3
	81

36

3
	37,5

56,25

6,25

	Jumlah
	
	48
	120
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin kadang melibatkan pegawai dalam pembagian tugas dan wewenang guna menyelesaikan menyelesaikan suatu pekerjaan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai mengetahui tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh pemimpin . Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Sangat memahami, yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 83,33%, dengan total skor 136. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pegawai Tehadap Tugas, Kewajiban dan Wewenang

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Sangat memahami

Cukup memahami

Tidak memahami
	3

2

1
	40

8

0
	120

16

0
	83,33

16,67

0

	Jumlah
	
	48
	136
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai sangat mengetahui tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh pemimpin.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai memahami tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh 

pimpinan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Sangat memahami, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 83,33%, dengan total skor 135. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Jawaban Responden Tentang Pemahaman Pegawai Tehadap Tugas, Kewajiban dan Wewenang

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Sangat memahami

Cukup memahami

Tidak memahami
	3

2

1
	40

7

1
	120

14

1
	83,33

14,58

2,09

	Jumlah
	
	48
	135
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai sangat memahami tugas, kewajiban dan wewenang yang diberikan oleh pemimpin.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu mengadakan komunikasi dengan baik guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 54,16%, dengan total skor 120. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 10. Jawaban Responden Tentang Komunikasi Antara Pimpinan dan Pegawai

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	26

20

2
	78

40

2
	54,16

41,67

4,17

	Jumlah
	
	48
	120
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin selalu mengadakan komunikasi dengan baik guna menyelesaikan suatu pekerjaan.

c. Penggerakan (Actuating)
Pemimpin sebagai penyelenggaraan pemerintah disiplin kerja pegawai, yang mempunyai kekuatan paling besar di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  harus mampu menggerakkan bawahannya untuk turut terlibat dalam kegiatan peningkatan disiplin kerja pegawai. Sebab tanpa adanya keikutsertaan bawahan didalam peningkatan disiplin kerja maka disiplin kerja tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan ini ditujukan bagi para pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur . Oleh karena itu pemimpin harus mampu menjadi pelopor penggerak didalam suatu kegiatan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu berpakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 75%, dengan total skor 132. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jawaban Responden Tentang Pemimpin Sebagai Teladan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	36

12

0
	108

24

0
	75

25

0

	Jumlah
	
	48
	132
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin selalu berpakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 75%, dengan total skor 130. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Jawaban Responden Tentang Pemimpin Sebagai Pemberi Motivasi

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	36

10

2
	108

20

2
	75

20,83

4,17

	Jumlah
	
	48
	130
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu menjadi pelopor atau penggerak dalam melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 42 orang atau sebesar 87,5%, dengan total skor 138. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Jawaban Responden Tentang Pemimpin Sebagai Pelopor atau Penggerak

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	42

6

0
	126

12

0
	87,5

12,5

0

	Jumlah
	
	48
	138
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin selalu menjadi pelopor atau penggerak dalam melaksanakan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil yang tercantum dalam peraturan pemerintah. 

d. Pengawasan (Controling)
Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin bertujuan agar semua kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana (tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan), selain itu pengawasan juga merupakan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan bila perlu mengadakan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan didalam pelaksanaannya.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu memberikan laporan hasil pekerjaan (tugas pokok) secara berkala. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu  sebanyak 39 orang atau sebesar 81,25%, dengan total skor 135. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Jawaban Responden Tentang Pemberian Laporan Hasil Pekerjaan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi %

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	39

9

0
	117

18

0
	81,25

18,75

0

	Jumlah
	
	48
	135
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu 

memberikan laporan hasil pekerjaan (tugas pokok) secara berkala. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pemimpin selalu memberikan evaluasi terhadap laporan hasil pekerjaan yang diberikan oleh pegawai. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 75%, dengan total skor 132. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Jawaban Responden Tentang Evaluasi Terhadap Laporan Hasil Pekerjaan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	36

12

0
	108

24

0
	75

25

0

	Jumlah
	
	48
	132
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin selalu memberikan evaluasi terhadap laporan hasil pekerjaan yang diberikan oleh pegawai.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu membutuhkan pengawasan dari pimpinan secara langsung. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (b) Kadang-kadang, yaitu sebesar 24 orang atau sebesar 50%, dengan total skor 116. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Jawaban Responden Tentang Pengawasan Oleh Pimpinan Secara Langsung

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1

2

3
	Selalu

Kadang – kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	22

24

2
	66

48

2
	45,83

50

4,17

	Jumlah
	
	48
	116
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kadang-kadang pegawai membutuhkan pengawasan dari pimpinan secara langsung.

Berdasarakan hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Dinas selalu melibatkan pegawai dalam proses perencanaan kegiatan, terkadang melibatkan pegawai dalam pengorganisasian pembagian tugas dan wewenang, selalu berperan sebagai penggerakkan atau pelopor serta pemberi motivasi kepada pegawai dan selalu melaksanakan pengawasan guna mengevaluasi hasil pekerjaan yang diberikan.

1. Disiplin kerja

Untuk mengukur pentingnya disiplin kerja pegawai di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur digunakan 4 indikator yaitu ketepatan waktu, kepatuhan terhadap atasan, peraturan terhadap perilaku terlarang dan ketertiban terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan produktivitas kerja.

a. Ketepatan waktu.

Ketepatan waktu merupakan salah satu wujud dari sikap disiplin, karena dengan disiplin terhadap waktu semua pekerjaan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu datang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas resonden menjawab (a) Sangat tepat waktu, yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 85,42%, dengan total skor 136. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Jawaban Responden Tentang Ketepatan Waktu Terhadap Jam Masuk Kerja

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Sangat tepat waktu

Tepat waktu

Tidak tepat waktu
	3

2

1
	41

6

1
	123

12

1
	85,42

12,5

2,08

	Jumlah
	
	48
	136
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu datang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu pulang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Sangat tepat waktu, yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 83,33%, dengan total skor 136. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 18. Jawaban Responden Tentang Ketepatan Waktu Terhadap Jam Pulang Kerja

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Sangat tepat waktu

Tepat waktu

Tidak tepat waktu
	3

2

1
	40

8

0
	120

16

0
	83,33

16,67

0

	Jumlah
	
	48
	136
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu pulang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu istirahat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (b) Kadang-kadang sesuai, yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 52,08%, dengan total skor 117. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 19. Jawaban Responden Tentang Ketepatan Waktu Terhadap Jam Istirahat

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu sesuai

Kadang-kadang sesuai

Tidak pernah sesuai
	3

2

1
	22

25

1
	66

50

1
	45,83

52,08

2,09

	Jumlah
	
	48
	117
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu istirahat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah cukup waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (b) Cukup, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 62,5%, dengan total skor 114. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Jawaban Responden Tentang Waktu Yang Diberikan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Lebih dari cukup

Cukup

Tidak cukup
	3

2

1
	18

30

0
	54

60

0
	37,5

62,5

0

	Jumlah
	
	48
	114
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 20018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah cukup waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan.

b. Kepatuhan terhadap atasan.

Dengan patuh kepada atasan diharapkan semua program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal dan efektif.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai selalu mengerjakan langsung tugas yang diberikan oleh atasan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Selalu, yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 79,17%, dengan total skor 134. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Jawaban Responden Tentang Penyelesesaian Tugas Secara Langsung

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Selalu

Kadang-kadang

Tidak pernah
	3

2

1
	38

10

0
	114

20

0
	79,17

20,83

0

	Jumlah
	
	48
	134
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai selalu mengerjakan langsung tugas yang diberikan oleh atasan.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang bagaimana 

tingkat ketaatan pegawai terhadap perintah atasan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Tinggi, yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 58,33%, dengan total skor 124. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Jawaban Responden Tentang Tingkat Ketaatan Pegawai Terhadap Perintah

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Tinggi

Sedang

Rendah
	3

2

1
	28

20

0
	84

40

0
	58,33

41,67

0

	Jumlah
	
	48
	124
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018


Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan pegawai terhadap perintah atasan adalah tinggi.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai pernah melanggar perintah atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Tidak pernah, yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 62,5%, dengan total skor 126. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Jawaban Responden Tentang Pelanggaran Perintah Atasan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Tidak pernah 

Kadang-kadang

Selalu melanggar
	3

2

1
	30

18

0
	90

36

0
	62,5

37,5

0

	Jumlah
	
	48
	126
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai tidak pernah melanggar perintah atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

c. Peraturan terhadap perilaku terlarang.

Peraturan terhadap perilaku terlarang diberikan agar setiap pegawai memiliki sikap disiplin yang baik seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 4 yang menjabarkan tentang larangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai pernah menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Tidak pernah, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 85%, dengan total skor 131. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Jawaban Responden Tentang Penggunaan Fasilitas Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Tidak pernah 

Kadang-kadang

Selalu menggunakan
	3

2

1
	36

11

1
	108

22

1
	85

22,92

2,08

	Jumlah
	
	48
	131
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai tidak pernah mengguanakan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai pernah mengikuti kegiatan kampanye suatu parpol. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Tidak Pernah, yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 85,41%, dengan total skor 135. Untuk lebih

 jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Jawaban Responden Tentang Keikutsertaan Pegawai Pada Kegiatan Kampenye

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Tidak pernah

Kadang-kadang

Selalu mengikuti
	3

2

1
	41

5

2
	123

10

2
	85,41

10,42

4,17

	Jumlah
	
	48
	135
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye suatu parpol.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai pernah menerima hadiah atau suatu pemberian apasaja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Tidak pernah, yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 85,42%, dengan total skor 136. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Jawaban Responden Tentang Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatan

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Tidak pernah

Kadang-kadang

Selalu menerima
	3

2

1
	41

6

1
	123

12

1
	85,42

12,5

2,08

	Jumlah
	
	48
	136
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai tidak pernah menerima hadiah atau suatu pemberian apasaja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.

d. Ketertiban terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan produktifitas kerja.

Ketertiban merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam suatu organisasi, karena dengan tertib terhadap peraturan diharapkan agar pegawai menjalankan tugasnya dengan lebih terarah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akan berdampak pada ketepatan sasaran pada hasil akhir dan yang akan berpengaruh kepada peningkatan produktifitas. 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai mengetahui setiap larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Mengetahui, yaitu sebanyak 40 orang atau sebesar 83,33%, dengan total skor 136. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pegawai Terhadap Larangan Yang Berlaku

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Mengetahui

Cukup mengetahui

Tidak mengetahui
	3

2

1
	40

8

0
	120

16

0
	83,33

16,67

0

	Jumlah
	
	48
	136
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai mengetahui setiap larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah pegawai mengetahui hukuman yang akan diberikan apabila melaksanakan 

larangan tersebut. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Mengetahui, yaitu sebesar 33 orang atau sebesar 68,75%, dengan total skor 129. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Pegawai Terhadap Hukuman Yang Berlaku

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Mengetahui

Cukup mengetahui

Tidak mengetahui
	3

2

1
	33

15

0
	99

30

0
	68,75

31,25

0

	Jumlah
	
	48
	129
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai pegawai mengetahui hukuman yang akan diberikan apabila melaksanakan larangan tersebut.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah sikap disiplin diperlukan setiap organisasi untuk meningkatkan produktifitas kerja. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Diperlukan, yaitu sebesar 36 orang atau sebesar 75%, dengan total skor 131. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Perlunya Sikap Disiplin Pada Setiap Organisasi

	No.
	Jawaban
	Skor
	Frekuensi
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Diperlukan

Cukup diperlukan

Tidak diperlukan
	3

2

1
	36

11

1
	108

22

1
	75

22,92

2,08

	Jumlah
	
	48
	131
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018.

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian besar pegawai sikap disiplin diperlukan setiap organisasi untuk meningkatkan produktifitas kerja, dengan sikap disiplin yang baik maka prodiktifitas kerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  akan meningkat pula.

Data hasil penelitian yang diperoleh dari 48 responden tentang apakah dengan taat terhadap peraturan dapat membantu proses penyelesaian suatu pekerjaan. Pada tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab (a) Membantu, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 75%, dengan total skor 130. Untuk lebih jelasnya jawaban data diatas dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 30. Jawaban Responden Terhadap Taat Terhadap Peraturan Dengan Proses Penyelesaian Pekerjaan

	No.
	Jawaban 
	Skor
	Frekuensi 
	Nilai Jawaban
	Presentasi (%)

	1.

2.

3.
	Membantu

Cukup membantu

Tidak membantu
	3

2

1
	36

10

2
	108

20

2
	75

20,83

4,17

	Jumlah
	
	48
	130
	100


Sumber: Hasil jawaban responden Tahun 2018

Dari data atau tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan taat terhadap peraturan dapat membantu proses penyelesaian suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai mengenai ketepatan waktu terhadap jam masuk dan pulang kerja sudah cukup baik, namun dalam hal penggunaan jam istirahat masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tingkat ketaatan pegawai terhadap atasan tinggi dilihat dari pegawai selalu mengerjakan langsung tugas yang 

diberikan, kesadaran pegawai mengenai peraturan terhadap perilaku terlarang baik karena sebagian besar pegawai tidak pernah melakukan larangan peraturan disiplin yang diatur dalam Undang-undang, serta pegawai memiliki kesadaran mengenai ketertiban terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan produktifitas kerja.

4.3 Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang berupa data yang telah diuraikan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis, dimana hasil dari analisis ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis maupun menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dan analisis data yang digunakan adalah : Koefisien Korelasi Rank Spearman ([image: image56.png]


).
Adapun tahapan atau langkah untuk menghitung korelasi antara kepemimpinan dan disiplin kerja pegawai, yaitu:

1. Memberikan rangking nilai-nilai variabel X dan Y, dimulai dari responden nomor 1 sampai dengan nomor 48.

2. Menentukan harga [image: image58.png]


 untuk setiap subyek dengan mengurangkan ranking variabel X pada ranking variabel Y.

3. Masing-masing harga dikuadratkan umtuk memperoleh untuk memperoleh nilai-nilai [image: image60.png]


, kemudian dijumlahkan.

4. Untuk memperoleh ∑[image: image62.png]X2



 dan ∑[image: image64.png]Y2



 yaitu dengan menjumlahkan dari beberapa ranking yang sama pada tiap-tiap variabel dengan menggunakan rumus factor korelasi.:

T = [image: image66.png]t=-t





5. Untuk mencari koefisien Rank Spearman, menggunakan rumus yang berangka sama sebagai berikut:

[image: image68.png]


 = [image: image70.png]



6. Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara [image: image72.png]


 empiris (yang diperoleh dari hasil perhitungan) dengan [image: image74.png]


 tabel pada tingkat signifikan 0,05 pada lampiran tabel harga kritis Koefisien Korelasi Rank Spearman. Apabila [image: image76.png]


empiris lebih besar dari [image: image78.png]


 tabel dengan N = 48, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap dari penelitian ini, maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan dan saran, yang mana pada bagian ini penulis akan mengemukakan secara garis besar kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur . Jika kepemimpinan di suatu instansi atau lembaga berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh baik pula disiplin kerja di lembaga tersebut, meskipun hal tersebut tidak mutlak terjadi. Hubungan antara kepemimpinan  dengan disiplin kerja pegawai tersebut merupakan hubungan yang positif, karena dengan kepemimpinan yang baik menyebabkan kedisiplinan pegawai yang baik pula di kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur .

5.2 Saran-Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis dilapangan, bahwa untuk dapat mendorong dan meningkatkan disiplin kerja pegawai maka perlu adanya kepemimpinan antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan dan bawahan dengan bawahan. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan akan bermanfaat dalam meningkatkan disiplin kerja di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebaiknya kedisiplinan pegawai ddi kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur  perlu ditingkatkan, karena masih terdapat sebagian kecil karyawan yang kurang memiliki kesadaran terhadap sikap disiplin, seperti ketepatan waktu terhadap jam istirahat diperoleh 52,08% responden yang menyatakan kadang-kadang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sebaiknya pemimpin memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang sering melanggar peraturan disiplin kerja yang telah ditentukan. Disamping itu hendaknya kepala dinas memberrikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki sikap disiplin baik sehingga dapat memicu pegawai lainnya untuk selalu meningkatkan kesadaran akan diiplin kerja.

3. Sebaiknya dalam melaksanakan pengawasan pemimpin perlu melibatkan pihak IT (Information Technologi), karena saat ini setiap kantor telah menggunakan sistem komputerisasi. Pihak IT tentu mengetahui digunakan untuk apasaja setiap unit komputer yang ada, sehingga apabila terdapat pegawai yang melakukan penyimpangan dapat segera diketahui dan kemudian diberikan sanksi.

Demikian saran-saran yang penulis sampaikan, dan penulis harap hasil penelitian ini nantinya dapat dikembangkan oleh peneliti lain agar lebih mendalam.
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